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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasar Modal sebagai alternatif lain bagi pengusaha untuk mencari dana
(fund raising) maka Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam
pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha
dan wahana investasi bagi masyarakat maka Pemerintah selalu dinamis untuk
menerbitkan peraturan perundang-undangan tidak saja yang mengatur perihal
Perseroan Terbatas pada umumnya tetapi juga peraturan yang lebih khusus
yaitu perusahaan Terbatas yang telah melakukan inisial public Offering yang
kemudian dicantumkan kata terbuka pada akhir nama perseroan terbatasnya.
Di dalam dunia pasar modal kita mengenal adanya istilah go public yang
memang khusus dan sering disebutkan dan digunakan di dunia pasar modal, go
public yang secara konotatif diartikan juga dengan pergi ke masyarakat, yaitu
bagaimana suatu perusahaan mampu dengan caranya untuk bisa menghimpun
dana yang berasal dari masyarakat dalam rangka untuk menambah modal
perusahaan dengan pergi ke masyarakat melalui penjualan obligasi, saham dan
surat berharga.! Pada sisi lain masyarakat investor di pasar modal memiliki
risiko namun demikian pengendalian risiko dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara

yaitu : menghindari atau menurunkan risiko, dengan membuat matriks

! Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia Pengantar & Studi Kasus, (Jakarta : Ghalia
Indonesia cetakan pertama, 2009), hal. 26.



pengendalian risiko.? Investor harus cermat membaca Prospektus Perseroan,
fungsi prospektus sangat vital bagi investor karena prospektus memberikan
pengetahuan yang cukup dan dapat digunakan sebagai bahan petimbangan

dalam membuat keputusan untuk membeli suatu saham.®

Perusahaan yang go public dapat sekaligus melaksanakan ketiga tujuan
yakni memperoleh tambahan dana, atau sekaligus memperbaiki struktur modal,
dan juga melakukan pengalihan saham pemegang saham bila diinginkan
pemegang saham, tindakan menjual saham yang dilakukan perusahaan melalui
pasar modal berarti pemegang saham perusahaan mengundang orang lain untuk
turut memasukkan modal ke dalam perusahaan, pemegang saham lama atau
pendiri mengajak pihak lain itu untuk bersama-sama secara berpatungan

memiliki dan membangun perusahaan itu.*

Pasar Modal® diharapkan dapat berkembang oleh karena itu dibutuhkan
adanya landasan hukum yang dapat dipergunakan untuk lebih menjamin
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal
serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari memiliki iktikad buruk
sehingga merugikan citra dan nama baik bisnis pasar modal. Tidak ada pasar
lain di dunia yang begitu baayak macam dan model para pelakunya seperti yang

terdapat pada paar modal, hal ini mudah dipahami berhubung mobilitas

2 Sawidji Widioatmodjo, Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia, (Jakarta : Kompas
Gramedia, 2015), hal. 200.

3 Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta : Ul,2001) hal. 158.

4 H. Budi Untung, Hukum Pasar Modal, (Yogyakarta : Andy, 2011), Hal. 71.

5 Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan Efek (Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1995 Tentang Pasar Modal.



perputaran uang di pasar modal sangat besar jumlahnya, dalam waktu beberapa
detik saja, miliaran dollars dapat ditarik dari suatu negara lewat wahan pasar
modal itu, maka ibarat kata orang bijak, dimana ada gula disitu banyak semut,

maka berduyun-duyunlah orang datang ke pasar modal.®

Pada penelitian ini, Penulis lebih memfokuskan kepada Direksi’ dari PT
Terbuka, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (legal entity) yaitu
badan hukum mandiri (persona stand in judicio) yang memilik sifat dan ciri
kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain,® Penulis akan terlebih
dahulu melihat definisi salah satu organ perusahaan yaitu Direksi yang
mempunyai tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan dan
kepentingan perseroan serta mewakii perseroan di pengadilan dan di luar
pengadilan sesuai dengan yang ditentukan/ditetapkan anggaran dasar perseroan,
Direksi berwenang mewakili perseroan dan juga mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam hal kepengurusan perseroan antara lain meliputi
pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh Direksi, kedudukan Direksi dalam suatu
perseroan adalah wajib dan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain
kewajiban perseroan memiliki Direksi. Perseroan adalah “artificial person”,
perseroan tidak akan dapat bertindakt apa-apa tanpa keberadaan anggota
Direksi sebagai “natural person”, oleh karena nya tugas dan tanggung jawab

terhadap operasional perseroan Direksi serta wewenangnya diatur dan

& Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996),
Hal. 37-38.

7 Pasal 1 angka (5) UUPT : Direksi sebagai OrganPerseroan berwenang dan bertanggug jawab penuh
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan Pasal 92 ayat (1) : Direksi menjalankan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

8 |.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di bidang
Usaha, Mega Poin, Jakarta : 2000), hal. 142-143.



ditentukan oleh Undang-undang.® Kekhususan suatu perseroan adalah :
sebagai persekutuan modal, kekayaan dan utang pemegang saham terpisah dari
kekayaaan dan utang perseroan, pemegang saham memiliki tanggung jawab
terbatas (limited liability), yaitu terbatas pada apa di yang disetorkan serta tidak
bertanggungjawab secara individu atas persekutuan yang dibuat atas nama
perseroan, antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi terdapat fungsi
pemisahan, sedangkan Komisaris berperan sebagai pengawas dan kewenangan

tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham.©

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab
penuh atau pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi Perseroan
terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, sedangkan untuk
Perseroan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan mengumpulkan
dan/atau mengusahakan dana masyarakat, penerbitan surat pengakuan utang
kepada masyarakat oleh perseroan harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang
anggota Direksi.'* Pengurus adalah salah satu alat perlengkapan atau organ
dari suatu badan hukum. Sebagai contoh seperti misalnya tangan, kaki dan
panca indra yang merupakan organ-organ manusia. Otak manusia yang
menggerakkan organ-organ itu atau dikehendaki/diperintahkan oleh otak

manusia, begitu pula setiap aktifitas dan/atau aktivitas pengurus badan hukum

® Ibid, hal. 208-209
19 1bid, hal. 211.
1 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Andi Yogyakarta, 2013) hal. 137.



dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga yang menjadi

pengumpamaan otak dari badan hukum itu sendiri adalah Pengurus.'?

Perusahaan harus mengubah Anggaran Dasar dari PT Tertutup menjadi PT
Terbuka, perubahan Anggaran Dasar harus dengan Akta Notaris, perubahan
Anggaran Dasar akan efektif setelah ada pernyataan efektif dari OJK.** PT
Tertutup yang melakukan inisial public Offering (IPO) menjadi PT Terbuka dan
disebut juga Emiten. Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif
diperdagangkan di bursa (secondary market), sedangkan Perusahaan Publik
belum tentu dapat dikategorikan sebagai Emiten. Karena Perusahaan Publik
belum tentu melakukan penawaran umum atau saham-sahamnya diperjual-
belikan di bursa. Dengan kata lain, Perusahaan Publik dapat menjelma
menjadi Emiten pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan
penawaran umum dinyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk masuk dalam arena go public,
perusahaan harus menempuh mekanisme penawaran umum, baik penawaran
umum atas saham (ekuitas) maupun penawaran umum atas utang (obligasi),

serta penawaran umum terbatas (Rights Issue).!*

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1) Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *® sedangkan

12 1hid.

13 p, Sutrisno A. Tampubolon, Rahasia Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan,
(Jakarta, Suara Agung : 2018), hal. 109.

4 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, IPO Right Issue & Penawaran Umum Obligasi, (Jakarta
: Sinar Grafika 2018) hal. 3

15 Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : Perseroan terbatas
yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan Perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya



Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-
kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor
sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah
pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.'® perusahaan-perusahaan dalam bentuk PT Terbuka (go public)
akan memperoleh tambahan modal dari masyarakat melalui pembelian saham
melalui pasar modal, kebijakan (go public) telah ikut andil dalam membuka
kesempatan yang lebih luas bagi tumbuhnya dan berkembangnya dunia usaha
baru, yang pada gilirannya nanti juga akan dapat masuk ke pasar modal dan
menambah maraknya instrumen bursa.l” Setelah menjadi PT Terbuka maka
akan terjadi mutasi pemegang saham yang dinamis, pemegang Sahamnya
tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai keluar negeri, dengan kondisi
seperti ini maka Direksi atau Komisaris Perseroan tidak lagi mengenal setiap

pemegang saham.*8

Sehubungan dengan judul dari penelitian yaitu perihal Tanggung jawab
Direksi maka penulis juga merasa penting untuk meneliti tentang mekanisme
atau prosedur penunjukan dan/atau pengangkatan Direksi pada perseroan yang
ditentukan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas dan peraturan dari OJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten (perusahaan publik), yaitu POJK No. 33/POJK.04/2014.1° Ketentuan

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.

16 pasal (1) angka angka (22) UUPM.

7 Nindyo Pramono, op.cit, him 87.

8 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2009) hal. 30.

19 Andika Wijaya, S.H. dan Wida Peace Ananta, S.H., M.H.”IPO Right Issue & Penawaran Umum
Obligasi” halaman 41



khusus mengenai Direksi PT Terbuka diatur secara khusus dalam POJK 33
antara lain : PT Terbuka harus paling sedikitnya memiliki 2 (dua) orang
Direksi, yaitu 1 (satu) anggota direksi sebagai Presiden Direktur atau Direktur
Utama, dan satu lainnya menjadi Direktur, juga adanya peraturan perihal
rangkap jabatan direksi saat ini dengan jabatan yang diemban pada emiten atau
perusahaan publik lain, adanya keterbukaan informasi terkait dengan
pengunduran diri dan pemberhentian sementara anggota direksi, adanya
ketentuan kewajiban penyelenggaraan rapat direksi oleh Direksi sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.?

Dalam PT Terbuka ada peran penting dari Biro Administrasi Efek (BAE)
yang melaksanakan pembagian hak berkaitan dengan Efek dan melakukan
pencatatan pemilikan Efek berdasarkan kontrak dengan Emiten. Notaris yang
terdaftar di OJK yang membuat Perjanjian dan/atau perikatan antara emiten
dengan BAE?!. Selain membuat Perjanjian antara PT Terbuka dengan BAE,
Notaris juga membuat akta-akta antara lain : berita acara RUPS Tahunan

maupun RUPSLB dan Perjanjian Emisi Efek.??

Penulis dalam penelitiannya berharap mendapatkan pemahaman lebih
mendalam perihal adanya hubungan hukum antara PT Terbuka (emiten) dan
BAE khusunya pada mekanisme pelaksanaan RUPS PT Terbuka khususnya

setelah terbitnya POJK 15 dan POJK 16 Tahun 2020.

20 ibid

21 Notaris adalah perjabat umum ang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di Bapepam
(Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d UUPM.

22 Amin Widjaja Tunggal, Memahami Pasar Modal Indonesia Pasca UU OJK, (Jakarta :
Harvarindo,2016) hal. 153.



Organ perseroan lainnya yang sangat penting dalam Perseroan Terbatas
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),?  Setiap penyelenggaraan
RUPS wajib dibuat suatu Risalah RUPS yang ditandatangani ketua rapat dan 1
(satu) orang atau lebih pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS, apabila risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris yang berbentuk Berita
Acara Rapat maka tidak diperlukan lagi tanda tangan ketua rapat maupun 1
(satu) orang pemegang saham. Pasal 77 UUPT, RUPS dapat juga dilakukan
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, persyaratan
kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan/atau sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar Perseroan, namun Kini Pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 23
yaitu OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai
pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS atau rapat lain
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan
oleh pelaku industri jasa keuangan, pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan

diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

23 pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : RUPS adalah : “Organ
Perseroan yang mempuyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.



Penulis akan meneliti dokumen-dokumen PT Terbuka diantaranya : daftar
pemegang saham yang hadir secara elektronik, daftar pemegang saham yang
memberikan kuasa secara elektronik, rekapitulasi kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan, dan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara
elektronik, dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh penyedia e-RUPS

kepada Notaris untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.?*

Penulis juga akan mempelajari Bahan Mata Acara RUPS yang tercantum
pada situs website PT Terbuka?® dan/atau e-RUPS dan dapat diakses dan
diunduh oleh pemegang saham, yang harusnya tersedia sejak tanggal
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS, dalam hal diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangaan lain, PT Terbuka harus menyediakan
lebih awal daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang akan diangkat di situs website PT Terbuka paling singkat sejak
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau selambat-lambatnya
ketika penyelenggaraan RUPS, selama diatur di dalam peraturan perundang-
undangan, selain itu tidak kalah pentingnya adalah Kuorum?® RUPS kourum
tergantung pada mata acara RUPS yang akan dibahas, termasuk apakah

diperlukan persetujuan dari pemegang saham independen.

Penulis akan melakukan interview kepada Direksi PT Terbuka, BAE dan

Notaris yang membuat Risalah berita acara RUPS, mempelajari tentang perihal

24 Pasal 12 ayat (2) POJK No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan RUPS PT TBK secara Elektronik.
25 Website : https:/fitrahotel.co.id. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.

% “Kourum” adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, agar dapat
mengesahkan suatu putusan (to make it valid), RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari %2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, kecuali UUPT dana tau Anggaran Dasar menentukan lain, penyimpangan atas
ketentuan tersebut hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan oleh UUPT.



https://fitrahotel.co.id/

kehadiran Pemegang Saham, kehadiran pemegang saham hadir sendiri atau
diwakili berdasarkan surat kuasa, pihak yang berhak hadir dalam RUPS, adalah
pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham satu hari kerja
sebelum pemanggilan, perihal kuasa yang disediakan secara elektronik (e-
proxy), Surat kuasa secara elektronik disediakan melalui e-RUPS yang
disediakan Penyedia e-RUPS atau PT Terbuka, Pemberian surat kuasa yang
harus dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS,
pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara
dalam pemberian kuasa secara elektronik, perubahan kuasa dan pilihan suara

paling lambat satu hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

Pada Pasal 10 POJK No. 16 tahun 2020 mengatur perihal RUPS secara
elektronik atau metode yang disiapkan oleh PT Terbuka diwajibkan mempunyai
karakteristik yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan
interaksi dalam RUPS juga untuk mendokumentasikan seluruh hubungan dalam
RUPS dalam bentuk visual, rekaman elektronik non audio visual, audio visual,
dan audio. Seiring dengan adanya pelaksanaan e-RUPS maka harus dilakukan
juga pemeriksaan hukum terhadap sistem elektronik selain meningkatkan
kekuatan pembuktian atas informasi elektronik sebagai outputnya, hal tersebut
juga ditujukan untuk mengungkapkan informasi secara materiil sepatutnya
diungkapkan kepada masyarakat (keterbukaan informasi) berkenan dengan

risiko atas penggunaan sistem elektronik tersebut secara materiil, sungguh tidak

10



adil bagi para pengguna sistem elektronik, jika mereka harus menanggug

seluruh risiko yang tidak diketahui oleh mereka sebelumnya.?’

Berdasarkan ketentuan POJK No. 16 tahun 2020 sebagaimana termuat
dalam Pasal 12 terkait dengan penyelenggaraan e-RUPS yaitu risalah e-RUPS
yang dibuat dalam bentuk akta notariil disebut dengan Berita Acara Rapat,
dengan tanpa membebankan tanggung jawab untuk menyematkan tanda tangan
dari peserta rapat, Penyedia e-RUPS berkewajiban untuk menyerahkan salinan
cetakan kepada notaris tentang hasil rapat, atau tegasnya penyedia e-RUPS dan
PT Terbuka tidak dibebaskan untuk tetap menyimpan salinan cetakan dari semua
data e-RUPS?®.  Dengan tidak memenuhi kehadiran fisik yang dipersepsikan
sebagai syarat mutlak dan tidak tergantikan oleh tatap muka secara elektronik,
maka dikhawatirkan akan mempunyai konsekuensi hukum bagi Perseroan

Terbatas Terbuka,

Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dari Direksi PT. Terbuka
sehubungan dengan adanya POJK 15 dan POJK 16 Tahun 2020, diantaranya
adanya peraturan baru yang mengatur Prosedur Penyelenggaraan RUPS yaitu
Direksi harus menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK,
melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, dan melakukan

pemanggilan RUPS kepada pemegang saham secara elektronik.

27 gt, Laksanto Utomo dan Lenny Nadriana, Pemeriksaan Dari Segi Hukum atau Due Diligence,
(Bandung : Alumni, 2012), Hal.5-6.

28 pasal 12 angka (5) POJK NO. 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan
Terbuka secara Elektronik : “Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik
dengan menggunakan sistem yang disediakanoleh Perusahaan Terbuka, Penyerahan Salinan cetakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka
untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

11



Dengan adanya POJK 15 dan POJK 16 Tahun sangat mengubah mekanisme
yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direksi yang merupakan tanggung jawab
dan kewenangan dari Direksi, setelah adanya POJK ini telah lahir mekanisme
baru dalam penyelenggaraan RUPS yang mempunyai implikasi kepada
tanggung jawab Direksi sebagai Perusahaan Emiten di dunia Pasar Modal

Indonesia.

Adanya definisi dalam dunia pasar modal sehubungan dengan terbitnya

POJK 15 dan POJK diantaranya yaitu :

- RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS oleh PT. Terbuka dengan
menggunakan media telekonferensi, video konferensi,,, atau sarana media
elektronik lainnya ;

- Sistem Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik yaitu sistem atau sarana
elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi,
pelaksanaan, dan pelapran RUPS PT. Terbuka ;

- Penyedia e-RUPS vyaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
atau pihak lain yang disetujui oleh OJK atau Penyedia e-RUPS vyaitu

Perusahaan Terbuka yang menyediakan sistem sendiri ;

Pada Penelitian ini, penulis juga ingin mengetahui perihal mekanisme-
RUPS vyaitu sistem yang disediakan oleh PT Terbuka sebagai penyedia e-RUPS,
yaitu wajib memiliki fitur yang menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata
acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan
pada setiap mata acara RUPS, fitur yang memungkinkan semua peserta RUPS

berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS, fitur untuk penghitungan kuorum

12



kehadiran RUPS, untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika
terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, fitur untuk merekam seluruh interaksi
dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman
elektronik non audio visual, dan fitur untuk pemberian kuasa secara elektronik dan

yang terpenting adalah antar peserta RUPS harus dapat saling berinteraksi.

Penulis melengkapi penelitian dengan melakukan wawancara atau meminta
keterangan secara tertulis dari Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang
terdaftar di OJK perihal adanya kewajiban bahwa Risalah RUPS secara elektronik
wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa
memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.  Penyedia e-RUPS dan PT
Terbuka wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan terkait pelaksanaan e-
RUPS, penyerahan salinan cetakan tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia
e-RUPS dan PT Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara

elektronik.?®

Penulis akan meneliti perihal adanya tanggung jawab dan kewajiban Direksi
Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan
POJK No. 15 Tahun 2020, penyesuaian anggaran dasar dilakukan paling lambat 18
bulan dan dampak hukum jika kewajiban Direksi tidak dilaksanakan, oleh karena
itu Penulis telah menentukkan bahwa judul penelitian adalah : “Tanggung Jawab
Direksi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) pada Pelaksanaan RUPS secara

elektronik” dan lokasi penelitian Penulis memilih pada PT. Hotel Fitra Internasional

29 Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5) POJK No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan RUPS PT TBK
secara elektronik.
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Tbk yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka, adapun Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usaha PT Terbuka yaitu :

Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Lima, mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha
ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat
keputusan instansi yang membinanya ;

Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Empat, mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha
ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang
membinanya ;

Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Tiga, mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha
ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang
membinanya ;

Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Dua, mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan, makam minum serta jasa lainnya
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha

ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
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hotel bintang dua yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang
membinanya ;

Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Satu, mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha
ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai
hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang
membinanya ;

Menjalankan kegiatan usaha Hotel Bintang Melati, mencakup usaha
penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang
ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya ;
Menjalankan kegiatan usaha Vila, mencakup usaha penyediaan jasa
pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi
yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola
sendiri oleh pemiliknya ;

Menjalankan kegiatan usaha Apartemen Hotel, mencakup mencakup usaha
penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan
menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara,
dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen
hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel) ;

Menjalankan kegiatan usaha Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek
Lainnya, mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan seperti
usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalow,

cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
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Pada penelitian ini, penulis akan mempelajari aspek hubungan hukum
antara PT Terbuka (PT. HFI) dengan BAE (PT. Bima Registra), BAE adalah
pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan kegiatan-

kegiatan yaitu :

- pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan
efek ;

- Pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek Emiten.

1.2. RUMUSAN MASALAH

A.

A.

Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Thk)
pada pelaksanaan e-RUPS berdasarkan POJK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun
2020 ?

Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) terkait peranan Biro

Administrasi Efek (BAE) sebagai Pemegang daftar Para Pemegang Saham ?

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIA

A.

Untuk mengetahui Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT Thk)
Terbuka pada pelaksanaan e-RUPS berdasarkan POJK Nomor 15 dan Nomor
16 Tahun 2020 ;

Untuk mengetahui kewajiban Direksi Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk)
terkait peranan Badan Administrasi Efek sebagai Pemegang daftar Para

Pemegang Saham ;
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1.4. MANFAAT PENELITIAN

Mengacu tujuan dari Penelitian ini sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan

penelitian ini akan mempunyai manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara
konsep, serta pengembangan teori-teori dari Korporasi yaitu PT
Tertutup menjadi PT Terbuka (Tbk), dilihat dari organ perseroan
terbatas yang terdiri dari Direksi, Komisaris dan RUPS khususnya
untuk mengetahui tanggung jawab Direksi PT Terbuka pada
pelaksanaan e-RUPS sehubungan adanya POJK Nomor 15 dan POJK
Nomor 16 Tahun 2020, adanya peraturan baru ini telah menambah
tanggung jawab Direksi PT Terbuka, termasuk tanggung jawab untuk
mengadakan sistem e-RUPS apabila PT Terbuka yang merangkap
sebagai penyelenggara e-RUPS, apabila PT Terbuka tidak memiliki
sistem yang mapan untuk mengadakan e-RUPS maka dapat menunjuk
penyedia e-RUPS yang telah mendapatkan izin dari OJK, mengetahui
peran BAE vyang berperan untuk menentukan siapa-siapa para
pemegang saham yang wajib hadir pada pelaksanaan e-RUPS ;

2. Dari praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
lebih detail kepada para Direksi PT Terbuka, para Dosen dan mahasiswa
hukum bisnis yang tertarik untuk mendalami bidang hukum Perusahaan
khususnya e-RUPS sesuai POJK Nomor 15 dan POJK Nomor 16 Tahun
2020 ;

3. Untuk lebih mengetahui hubungan hukum antara PT Terbuka dengan

Perseroan terbatas yang mempunyai izin dari OJK sebagai BAE,
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Khususnya pada pelaksanaan e-RUPS, mengingat Direksi terikat
kerjasama dengan BAE untuk menatausahakan pengurusan daftar para

pemegang saham perseroan kepada BAE.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini terbagi dalam :

BAB | PENDAHULUAN

Bab 1 ini terdiri dari : latar belakang rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab Il merupakan tinjauan pustaka yaitu penelahaan pustaka hukum
yang mencakup Landasan Teori yang berisi beberapa teori hukum
yang relevan dan penting, landasan teori hukum perseroan terbatas
maupun teori di bidang pasar modal merupakan landasan berpikir
untuk menguji dan menjelaskan secara teoritis hal-hal yang dikaji
dalam penelitian, sedangkan landasan konseptul memberi dukungan
pengertian dan konsep-konsep hukum perseroan terbatas dan pasar

modal yang digunakan dalam penulisan tesis.

BAB Il METODE PENELITIAN

Pada bab Il ini terdiri dari cara-cara ilmiah untuk melakukan

pengumpulan data, pengolahan data, analisa data sebagai bagian dari
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proses penelitian yang mendalam terhadap permasalahan hukum

hingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab 1V ini perihal pembahasan dan analisis dari seluruh kegiatan
penulis dalam penelitian yang berguna untuk menjelaskan dan
memberikan analisa atas hasil temuan penelitian berdasarkan

analisis dan metode penulisan yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan adalah ringkasan
dari hasil penelitian, sedangkan saran adalah sumbangan dari
Penulis dalam penelitiannya bagi pemecahan masalah atau

pengembangan ilmu hukum atau untuk dasar perumusan kebijakan.
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